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ABSTRAK 

PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN 

ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM  

 

 

Muth im Dwiyora Septiawan 

Yang   menjadi   permasalahan   dalam   skripsi   ini  adalah   sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Di 

Indonesia ? 

2. Apa saja Peran Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak di Indonesia ? 
Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Peran institusi penegak 

hukum dalam proses pengadilananak terhadap anank yang bermasalah dengan hukum, maka 

jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif 

(menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. 

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara 

mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (Content 

Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum sudah 

diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak melalui ketentuan Pasal 59 yang 

menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus.Salah satu perlindungan khusus 

adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan 

hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana 

2. Peranan penegak hukum dalam proses pengadilan anak di Indonesia: Petugas 

kemasyarakatan Melalui hasil penelitian masyarakat (litmas), maka penyidik, penuntut 

umum dan hakim akan dengan cermat, cepat dan tepat dapat menyelesaikan kasus-kasus 

pidana yang dihadapi oleh anak-anak, Kepolisian Hasil penyidikan terlebih dahulu 

meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, Kejaksaan Jaksa 

dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap 

selanjutnya dan mempunyai kewenangan melakukan diskresi, Hakim Dalam memeriksa 

perkara anak, hakim memiliki kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan yang diatur 

secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA), PengadilanPersidangan Khusus bagi anak-anak tersebut dibedakan dengan ruang 

persidangan bagi perkara-perkara/ tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak , Penegak Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Definisi tentang konsep anak dalam konsep hukum Indonesia terdapat 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dahulu anak didasarkan pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia) 

berdasarkan ketentuan diatas, pengertian anak dipersamakan dengan pengertian 

tentang kebelum dewasaan seseorang. Perlu diketahui bahwa ketentuan tentang 

definisi kebelum dewasaan, yang secara a contrario ditafsirkan menjadi definisi 

atas anak sebagaimana diatur dalam B.W. tidak dapat diberlakukan secara 

menyeluruh bagi warga negara Indonesia. 

 Mengacu pada kenyataan hukum yang ada, BW. Hanya berlaku untuk 

golongan Eropa dan beberapa bagian berlaku bagi golongan Timur Asing (seperti 

keturunan Tionghoa, Timur Tengah), dan tidak berlaku bagi bangsa Indonesia asli. 

B.W. hanya berlaku bagi bangsa Indonesia asli apabila bangsa Indonesia asli 

tersebut telah menyatakan penundukan diri kepada B.W. 

Meskipun ketentuan Pasal 303 yang menyatakan tentang kategori 

kebelumdewasaan berdasarkan patokan umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

menikah tidak berlaku secara nasional di Indonesia, Pemerintah Republik 

Indonesia rupanya mengadopsi pengertian yang diberikan oleh Pasal 303 B.W. 
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tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat 2 yang memberikan 

pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin.  

Ketentuan demikian tidak berarti bahwa Pasal 303 B.W. menjadi berlaku 

kembali. Meskipun pengertian tentang anak memiliki kemiripan dengan yang 

diberikan oleh Pasal 303 B.W, acuan yuridis bagi seluruh bangsa Indonesia dalam 

memberikan pengertian anak harus mengacu pada pengertian yang diberikan oleh 

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dan tidak mengacu pada 

Pasal 303 B.W. 

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang  

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap 

anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak 

yang terlahir harus mendapat hak-haknya,tanpa anak tersebut meminta. Hal ini 

sesuai dengan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 

melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang 

prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan 

terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai 

partisipasi anak. 

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses 

pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi 

dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah 
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sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) untuk  

wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, 

Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.1 

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di 

Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak 

sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan 

pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. 

Disamping itu, Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia dan Undang-undang Pengadilan HAM yang dapat diharapkan menjadi 

muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya telah dilanggar. Dengan 

adanya komitmen politik, ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan 

pelanggaran HAM menjadi berkurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi 

meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi Politik, Keamanan dan ekonomi 

Negara menghalangi operasional komitmen politik tersebut sehingga banyak 

masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan HAM menjadi 

terabaikan. 

                                                           
1 Romli Atmasasmita,Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja, Armico, Bandung, 1983, hlm. 

34.  
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Pengabaian HAM menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan 

hak-haknya. Ketika menyadari massive nya kekerasan terhadap anak, banyaknya 

anak yang menjadi korban human trafficking, banyaknya jumlah anak yang tidak 

dapat mengikuti pendidikan dasar karena miskin dan juga banyaknya anak yang 

tidak memiliki akta kelahiran.2 Semua kenyataan tersebut hanyasebagian dari 

persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak. Hak Asasi Anak tersebut 

merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, 

bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau sui generis dengan 

orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh 

dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan 

kebutuhannya. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam 

mendapat hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai 

dengan apa yang diharapan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan.3 

Instrument hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat 

dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the 

Child) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia 

sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan 

demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat 

seluruh warga Negara Indonesia.  

                                                           
2 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, 

Yogyakarta, 2012, hlm. 2.  
3 Nurini Aprilianda, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses 

Penyidikan, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 41. 
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Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang 

hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, 

pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindugan Anakini dimaksudkan 

sebagai Undang-Undang payung (umbrella’s law) yang secara sui generis 

mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak 

mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber 

kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan 

instrument hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya 

daripada Undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi 

sebagai materi Undang-Undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan 

anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan 

penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah 

berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 17 oktober 2014, penambahan 

substansi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diantaranya, penambahan 

definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di 

satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan 

pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk 

memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.   
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Dengan demikian maka anak tersebut sebagai generasi penerus masa 

depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Berdasarkanpada pemahaman yang demikian maka penulis berkeinginan 

mengkaji lebih jauh lagi tentang Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum ke 

skripsi PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES 

PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH 

DENGAN HUKUM  

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan yang akan 

dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan 

Hukum? 

2. Apa saja Peran Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak ? 

 

C. Ruang Lingkup 

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka skripsi ini terutama hanya 

akan membahas hal-hal yanguntuk menghindarkan pembahasan yang tidak terarah 

maka kiranya di perlukan pembahasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas. 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini di titik 

beratkan pada Peran Institusi Penegak Hukum Dalam Proses Pengadilan Anak 

Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Di Indonesia 
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Walaupun nantinya didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh 

penulis nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk turut menyinggung pula 

hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, tetapi akan diusahakan oleh 

penulis untuk tidak keluar dari koridor penulisan. 

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang 

telah diperoleh penulis selama studi, sekaligus sebagai persembahan informasi 

terhadap almamater khususnya yang berkenaan dengan Anak Yang Bermasalah 

Dengan Hukum kedalam skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang 

Bermasalah Dan Peran Institusi Penegak Hukum Dalam Proses Pengadilan Anak 

di Indonesia.  

D.  Kerangka Konseptual 

 Perlindungan Hukum, Menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia 

 Zakiah Darajat  mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan 

dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah  masa usia 9 (Sembilan) tahun, 

antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa 

remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, 

di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan 
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mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan 

bertindak tetapi bukan pula orang dewasa 

 Tindak Pidana : Menurut Kanter dan Sianturi adalah suatu tindakan pada tempat, 

waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-

undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang 

yang mampu bertanggung jawab. 

 Sistim Peradilan Pidana :Menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistim 

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. 

 

E. Metode Penelitian 

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di 

atas maka permasalahan tersebut merupakan penelitian normatif dimana 

menggunakan data yang digunakan adalah data sekunder yang menggambarkan 

dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan sehingga tidak bermaksud 

untuk menguji hipotesa. 

Dalam menyusun skripsi ini data sekunder diperoleh dari pengumpulan 

bahan-bahan hukum, yaitu : 

1. Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku. 

3. Bahan hukum tersier yaitu internet. 
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Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif 

agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan 

penulisan skripsi, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga 

menjawab semua permasalahan kalau ditarik kesimpulan dan pada akhirnya akan  

diberikan saran-saran oleh penulis. 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing 

babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, 

Permasalahan,Ruang Lingkup, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan. Untuk  memberikan arahan yang jelas 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data 

dan pembahasan, maka skripsi ini dibatasi dalam 

permasalahan dan diuraikan dalam penulisan. 

 

BAB II              : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada ini akan diuraikan tentang materi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh 

dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi 

landasan dalam pembahasan, dalam bab ini menguraikan 
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tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Perlindungan 

Hukum, Pengertian Anak, Pengertian Penegakan 

Hukum,Proses Pengadilan Anak dan Pertimbangan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak 

 

BAB  III       :  PERAN INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM 

PROSES PENGADILAN ANAK TERHADAP ANAK 

YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM 

 Bab ini  menyajikan hasil pembahasan yang 

menghubungkandata yang diperoleh dari penelitian untuk 

kemudian diolah dan dianalisa serta terkait dengan 

permasalahan yaitu Pelindungan Hukum Terhadap Anak 

yang Bermasalah dengan Hukum di Indonesia dan Peran 

Institusi Penegak Hukum dalam Proses Pengadilan Anak 

  

BAB IV         : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat 

kesimpuladaripembahasan secara keseluruhan dalam skripsi 

ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan 

masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut 

merupakan pendapat penulis berkaitan dengan skripsi ini. 
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